BUPATI TIMOR TEI‘%:TGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2017

|
TENTANG
MEKANISME KERJA TIM PENGAWAS DAN TATA CARA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
OLEH TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

}
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan
Pasal 86E Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan Nomor {10 Tahun 2015 tentang Pemilihan
. Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Mekanisme Kerja Tim Pengawas dan Tata Cara Pemilihan
Kepala Desa oleh Tim Penyelesaian Perselisihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat 1I dalam Wilayah
Daerah-daerah ngkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); _

2. Undang-Undang Nor{!lor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495); !

3. Undang-Undang No;mor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerfh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesm Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); l
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Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ©6
Tahun 2014 teritang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2015 Nomor | 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah {{abupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2017 Nomor, 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PENGAWAS DAN

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA TIM

iTATA CARA  PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN.
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KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
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Bupati adalah Bupati Timor Tengah S

clatan.

Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah

Selatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur d

an mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk De
dan ditetapkan secara demokratis.

sa berdasarkan keterwakilan wilayah
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Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan
terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan
menyelesaikan sengketa terkait tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Tim Penyelesaian Perselihan adalah

tim yang dibentuk oleh Bupati di

tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan sengketa atas penetapan hasil

Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari pemerintah

dan Pemerintah Daerah.

Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan

oleh Panitia Pemilithan sebagai calon
Desa.
Calon Kepala Desa Terpilih adalah C

yvang berhak dipilih menjadi Kepala

alon Kepala Desa yang memperoleh

suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan adalah panitia

yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya

disebut Panitia Pemilihan Kabupaten
pada tingkat kabupaten dalam n
Kepala Desa.
Pemilih adalah penduduk desa yang
persyaratan untuk menggunakan hak

adalah panitia yang dibentuk Bupati
rendukung pelaksanaan Pemilihan

bersangkutan dan telah memenuhi
pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar

Pemilih yang disusun berdasarkan
umum terakhir yang telah diper
kebenarannya serta ditambah dengan

data daftar Pemilih tetap pemilihan
baharui dan dicek kembali atas
pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar

Pemilih yang disusun berdasarkan

usulan dari Pemilih karena yang

bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih

yvang telah ditetapkan oleh Panitia

identitas Pemilih dan jumlah pemilih ¢
Kampanye adalah suatu kegiatan yar
untuk meyakinkan para Pemilih dalar
Pelanggaran Pemilihan Kepala D
Pemilihan yang bertentangan atav

Pemilihan sebagai dasar penentuan
dalam Pemilihan Kepala Desa.

12 dilakukan oleh Calon Kepala Desa
n rangka mendapatkan dukungan.
esa merupakan tindakan Panitia
1 tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Kepala
Desa.
Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul
karena adanya penyampaian keberatan dalam pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa. |

Laporan pelanggaran adalah Iaporén yang disampaikan secara lisan
dan/atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat yang mempunyai
hak pilih, maupun calon kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

tentang dugaan terjadinya pelanggara!n Pemilihan Kepala Desa.

Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran
Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas Warga Desa yang mempunyai hak
pilih, dan/atau peserta Pemilihan Kepﬁala Desa.

Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang membawa sengketa ke Tim

X

Pengawas untuk memperoleh penyelesaian.
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25. Terlapor adalah pihak yang dilaporkan oleh pelapor dalam suatu sengketa

Pemilihan Kepala Desa.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB 11

RUANG LINGKUP

Pasal

2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tim Pengawas yang terdiri dari:
. pembentukan;

. persyaratan,

. wilayah kerja;

. tugas dan wewenang;

. larangan; dan
. sanksi.
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. mekanisme pengawasan dan penyelesalan sengketa;

b. Tim Penyelesaian Perselisihan atas penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa

oleh Tim Penyelesaian Perselisihan.

BAB III

TIM PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal

(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan
Pengawas.

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud
a. tim Pengawas Kabupaten;
b. tim Pengawas Kecamatan; dan
c. tim Pengawas Desa.

3

kepala desa dilakukan oleh Tim

pada ayat (1) terdiri dari:

(3) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota,

1 (satu) orang Wakil

Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota

dan 2 (dua) orang Anggota.

(4) Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pe
pada ayat (2) huruf b dan huruf
merangkap anggota dan 2 (dua) orang

ngawas Desa sebagaimana dimaksud
c terdiri dari 1 (satu) orang Ketua
Anggota.

Pasal 4

(1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

ditunjuk oleh Bupati.

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b

diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

(3) Tim Pengawas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksu& pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupat1

¥
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Bagian Kedua

Persyaratan
Pasaﬁ S5
l
(1) Untuk menjadi Tim Pengawas harﬁs memenuhi persyaratan sebagai
berikut: =
a. adil;

. jujur;
. independen;

. berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Pertama atau sederajat;

b
c
d. netral;
e
f.

bersedia menjadi
pernyataan;
g. sehat jasmani dan rohani; dan

Tim Pengawas

yang dibuktikan dengan surat

h. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diusulkan

menjadi Tim Pengawas.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjadi
Tim Pengawas Desa harus memenuhi syarat warga desa setempat yang

dibuktikan dengan e-KTP atau surat

dari organisasi perangkat daerah yang

ceterangan penduduk berbasis e-KTP
» membidangi urusan kependudukan.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjadi
Tim Pengawas Kecamatan harus memenuhi syarat berdomisili dalam

wilayah kecamatan.

Bagian
Wilayah Kerja

Ketiga

Tim Pengawas

Pasal 6

(1) Tim Pengawas Desa melakukan penga
desa pada wilayah desa setempat.

(2) Tim Pengawas Kecamatan melakukan
kepala desa pada desa dalam wilayah |

(3) Tim Pengawas Kabupaten melakukan
kepala desa pada seluruh desa peserta

Bagian K

Tugas dan Wewena

Parag
Tim Pengawa

Pase

Tim Pengawas Kabupaten mempunyai tug;

wasan pelaksanaan pemilihan kepala

pengawasan pelaksanaan pemilihan
Kecamatan setempat.

pengawasan pelaksanaan pemilihan
. pemilihan kepala desa.

eempat

ing Tim Pengawas
raf 1

s Kabupaten

al 7

ras dan wewenang:

a. mengawasi tahapan pelaksanaan permhhan kepala desa pada seluruh desa

peserta pemilihan kepala desa; |

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan

kepala desa;
c. menyelesaikan temuan

1
dan laporan sengketa pelaksanaan pemilihan

kepala desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

d. membuat rekomendasi atas hasil penyelesaian dugaan pelanggaran dan
sengketa pelaksanaan pemilihan kepaja desa; dan

e. melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan

R

tugas Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Desa.




Parag}raf 2
Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 8

Tim Pengawas Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengawasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada seluruh desa
peserta pemilihan kepala desa dalam wilayah kecamatan setempat;

b. menerima laporan dugaan pelanggar terhadap pelaksanaan pemilihan
kepala desa;

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa pelaksanaan pemilihan
kepala desa yang tidak mengandung upsur tindak pidana;

d. membantu Tim Pengawas Desa membuat rekomendasi atas hasil
penyelesaian dugaan pelanggaran dan sengketa pelaksanaan pemilihan
kepala desa; dan

e. melakukan pembinaan, pengawasan ‘dan fasilitasi terhadap pelaksanaan
tugas Tim Pengawas Desa.

Paragraf 3
Tim PengaT as Desa

Pasal 9

Tim Pengawas Desa mempunyai tugas da‘h wewenang:

a. mengawasi tahapan pelaksanaan pemﬂihan kepala desa pada desa
setempat

b. menerima laporan dugaan pelanggarén terhadap pelaksanaan pemilihan
kepala desa; l

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa pelaksanaan pemilihan
kepala desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan

d. membuat rekomendasi atas hasil penyelesaian dugaan pelanggaran dan
sengketa pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bagian Kehma
Mekanisme Pengawasan da.tll Penyelesaian Sengketa

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 10

(1) Tim Pengawas Desa wajib mengawasi semua pelaksanaan tahapan dan
langkah Pemilihan Kepala Desa yang meliputi:

pendaftaran dan penetapan pemilih;

pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

penetapan bakal calon Kepala Desa;

pengumuman bakal calon Kepala Desa;

penelitian kelengkapan dan keaﬁsahan dokumen persyaratan bakal

calon Kepala Desa;

pengumuman hasil penelitian kel'engkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan bakal calon Kepala Desa;

h. tindak lanjut atas masukan masyarakat mengenai hasil penelitian
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Kepala
Desa;

i. seleksi tambahan terhadap bakal calon Kepala Desa;

j. penetapan calon Kepala Desa dan penetuan nomor urut calon Kepala

Desa oleh Panitia Pemilihan; %
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